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ABSTRAK
Konflik perampasan tanah hampir seluruh pelosak Indonesia (tanah air Pertiwi) baik diwilayah perkotaan maupun dipedesaan. Konflik yang terjadi tentunya bersumber kepada kapitalisme yang telah masuk diberbagai wilayah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara individu maupun kelompok. Kajian ini melihat kronologi konflik, aktor dan tipe gerakan politik yang dilakukan masyarakat terhadap tanah yang telah disingkir dari sumber daya penghidupan sehari-hari. Sistem kemitraan dibangun oleh PT. BBS (PT.Bukit Bintang Sawit) mengakibatkan perubahan terhadap akses tanah atau sumberdaya agraria. Tanah yang awalnya sebagai sumber kehidupan masyarakat mengalami proses perpindahan kuasa dari masyarakat ke perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit. Metode penelitian digunakan yaitu komparatif dengan pendekatan expost facto. Analisis dilakukan berupa studi kepustakaan, hasil resume dari Antoni dan hasil lapangan Tahun 2016, untuk membaca dan memahami teori terkait dengan fenomena yang terjadi. Analisis data berupa pandangan para ahli dalam mempelajari konflik pada teori akses dikemukaan oleh Jess C. Ribot dan Nancy Lee Peluso, teori konflik dikemukan Fisher et.al. dan teori hak kepemilikan dari Schlager dan Ostrom (1992). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe gerakan politik dilakukan adalah tipe politik resmi, melakukan pertarungan antara masyarakat lokal dengan kapilaisme (PT. BBS) bertujuan untuk merebutkan kembali sumberdaya alam yang mereka miliki. Kemudian tipe politik everyday terkait dengan perlawanan secara terang-terangan untuk melakukan penolakan terhadap operasinya perusahaan perkebunan sawit diwilayah Desa Sago dan meminta ganti rugi terkait dengan tanah yang telah mereka rampas. Selain itu, aktor pada kasus tersebut terdiri atas tiga yaitu masyarakat yang memiliki modal ekonomi, pemegang dan pembuat serta mengakui hak milik dan pemerintah pengambil kebijakan. 
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ABSTRAC
Conflicts of land confiscationis one of the land tenure problem in urban and rural areas of Indonesia. Conflicts that occurred came from the capitalism that has entered in various regions with the aim to gain benefits both individually and in groups. This study is to looks at the chronology of the conflict, the actors and the type of people political movements of their lands that have been excluded from theydaily livelihood resources. Partnership system built by PT. BBS (PT.BukitBintangSawit) resulted in changes to the access of land or agrarian resources. Land that originally as a source of community life  andexperienced a process of power transfer from community to company PT. Bukit BintangSawit.The research method is a comparative with expost facto approach. The data analysis was done in the form of literature study, resume result from Antoni and field result of year 2016 in order to understand the theory related to phenomenon. Data analysis is the view of experts who are studying the conflict on access theory purposed by Jess C. Ribot and Nancy Lee Peluso, while the conflict theory was using Fisher et.al. and theory of property rights from Schlager and Ostrom (1992). The results of the study indicate that the type of political movement performed the type of official politics and the conflict between local communities with PT BBS. Their movement is aim to reclaim their natural resources. Then the type of everyday politics related to the opposition openly to reject the operation of oil palm plantation companies in the area of ​​Sago Village and ask for compensation related to the land they have seized. In addition, the actor in the case consists of three people who have economic capital, holders and makers and recognize property rights and government policy makers.
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PENDAHULUAN
	Konflik perampasan  tanah yang terjadi di Indonesia hampir seluruh pelosak tanah air baik diwilayah perkotaan maupun dipedesaan. Konflik perampasan tanah yang terjadi pada masyarakat tentunya bersumber dari ketidakyamana, kepentingan, dan sebagainya. Konflik perampasan tanah yang paling mendasar terjadi pada masyarakat lokal yaitu kurangnya penghargaan atas hak milik dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, konflik juga dimunculkan oleh pemberian kata ganti rugi yang tidak dipenuhi oleh kapitalis. Konflik perampasan tanah yang terjadi pada masyarakat telah dilakukan dalam penyelesainya, akan tetapi sampai hari ini konflik perampasan tanah masih dibicarakan bahkan sebagai tanah yang dirampas oleh kapitalis belum ada jalan penyelesaianya. 
	Menurut Borras Jr, et,al.,  (2012) menyatakan bahwa permpasan tanah merupakan suatu upaya dalam memperoleh kontrol atas tanah tentunya pada skala yang besar dan luas. Hal tersebut terkait dengan sumber daya alam yang lain dengan melalui berbagai konteks dan bentuk modal yang jumlahnya lebih besar. Secara umum bahwa Borras Jr, et,al.,  (2012)  “Perampasan tanah  yang  jumlah besar dapat mengubah orientasi penggunaan sumberdaya ke dalam sifat yang ekstraktif, baik untuk tujuan internasional atau domestik, sebagai respons terhadap konvergensi pangan,  energi dan krisis keuangan, serta mitigasi iklim dan permintaan sumberdaya dari kapital yang baru.”
	Konflik perampasan tanah salah satu unsur dari konflik agraria yang semakin gencar dibicarakan bahkan menjadi kekuatan dalam pengambilan hak atas milik pribadi. Asumsinya bahwa permpasan tanah terjadi dengan melalui proses pertarungan antar kekuatan sosial politik dalam memperebutkan sumber daya yang telah terbangun dalam masyarakat itu sendiri (Ananta, 2016). Kekuatan sosial terbangun dengan adanya jejaring kekuasaan yang berkembang sejak Orde Baru. Perampasan tanah semakin gencar dan terbuka dengan melalui mesin negara yang memberikan hak yang penuh kepada tuan tanah dalam penguasaan tanah tersebut. 
	Konflik perampasan tanah yang terjadi setidaknya melibatkan dua aktor yang bermain dalam konteks merebutkan kekuasaan dalam masyarakat itu sendiri. Dua aktor tersebut adalah orang yang memilki lahan atas tanah dan pemerintah untuk menguasai sistem tanah tersebut. Jika kita telusuri bahwa terjadinya konflik perampasan tanah bermula dari pemilik modal yang mencoba untuk melakukan power terhadap tanah. Bahkan yang hari ini konflik perampasan tanah terjadi adanya relasi dengan negara atau pemerintah. Tanah bagi masyarakat kaum tani atau masyarakat lokal sebagai kekuataan untuk menghidupkan ekonomi keluarga (Adit, 1964). 
	Perampasan Tanah yang terjadi pada masyarakat lokal terkait dengan tawaran negara atau kapitalis dalam mengaktulisasikan melalui berbagai macam program pembangunan. Menurut Levien (2012) menyatakan bahwa pembangunan tersebut seperti zona ekonomi khusus yaitu mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, yang memiliki dampak terhadap pembebasaan tanah yang akhirnya perampasan tanah. 
	Konflik lahan perampasan atau perebutan tanah dilakukan juga oleh Wahyu (2015) yang menyatakan bahwa akar konfilk berawal dari sertifikat yang tumpang tindih dan penerapan status antara segel atau sertifikat. Hal tersebut mengambarkan adanya kepentingan yang tersembunyi antara kepentingan pribadi dan umum. Selain itu, Wahyu (2014) menyatakan juga bahwa konflik perebutan tanah yang dilakukan penelitian di daerah Lahan-basah Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa 
“konflik tanah terkait dengan lahan-basah, terutama di Kelurahan Gambut umumnya terkait dengan sertifikat berlapis. Yang mendasari konflik tanah dan adanya sertifikat berlapis adalah akses jalan yang sebelumnya tidak ada. Lahan di daerah lahan-basah Kelurahan Gambut yang sebelumnya adalah lahan tidur atau disebut juga hutan galam bernilai ekonomi tinggi pasca-pembukaan akses jalan. Lahan yang kemudian dilengkapi dengan sertifikat berlapis terletak di sepanjang jalan A. Yani (Km. 7 - Km. 18) dan Lingkar Utara”.
	Kedua hasil penelitian yang telah dikemukana terkait dengan ketidakjelasan kepemilikan atas tanah yang dilakukan oleh para kapitalis dalam memperoleh pendapatan atau kepentingan. Menurut White, Ben, et.al (2015) menyatakan bahwa konstribusi koleksi menggunakan alat ekonomi politik agraria untuk mengeksplorasi pertumbuhan yang cepat dan penawaran lahan secara besar disebut dengan perampasan tanah. Pembicaran tersebut terkait akuisisi skala besar tanah dan perusahaan terkait dengan sumber daya. Banyak lahan yang tentunya pada skala besar, dimana penawaran secara konkrit antara perusahaan agribisnis dan pemerintah melakukan penyewaan dan pembelian. Sehingga membentukkan perampasan tanah, pembentukan produksi dan tenaga kerja rezim baru, yang berpotensi dalam membuka jalan sebuah reformasi baru secara global, dimana pemerintah mengambil tanah orang miskin dan memberikannya kepada orang kaya. 
	Fenomana tersebut terjadi juga di Desa Sago antara masyarakat dengan PT. Bukit Bintang Sawit.  Konflik ini berawal dari proses pembangunan perkebunan kemitraan bersama PT. Bukit Bintang Sawit tidak berjalan dengan baik. Kondisi saat ini PT. BBS (Bukit Bintang Sawit) telah melakukan penanaman sawit seluas 1000 ha dan PT. BBS mengaku bahwa perkebunan tersebut telah dibeli dari masyarakat yang aktor bermain adalah Abu Bakar Jidn tahaun 2009. Sehingga kondisi masyarakat Sago dan PT. BBS tidak nyaman dan mereka saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Selain itu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah meemberikan izin ganda pada lokasi yang sama. Masyarakat Sago tetap melakukan penututan terhadap tanah mereka yang dirampas oleh PT. BBS. Oleh seba itu, mengakibatkan konflik yang dilakukan oleh masyarakat Sago dengan PT. BBS tersebut. Adapun yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana kronologi konflik perampasan tanah di Desa Sogo Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. Bukit Bintang Sawit (WILMAR)? dan apa gerakan politik yang dilakukan masyarakat Desa Sogo untuk mengambil kembali tanah yang telah dirampaskan oleh PT. Bukit Bintang Sawit (WILMAR)? 

KERANGKA TEORI
	Analisis persoalan konflik Desa Sago dengan PT. BBS mengunakan teori akses yang dikemukaan oleh Jess C. Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003), kemudian mengunakan teori konflik yang dikemukan oleh Fisher et.al. (2000) dan mengunakan teori hak kepemilikan (pemilik) dari Schlager dan Ostrom (1992). Teori akses lebih cenderung membicarakan mengenai bagaimana penduduk atau masyarakat mampu untuk mengakses kawasan yang mereka miliki dalam masyarakat, apa kapasitas yang harus mereka miliki dalam memperoleh akses dan apa kekuasaan masyarakat untuk mengakses fenomena tersebut. Jika ditelusuri bahwa masyarakat yang ada disekitar Desa Sago adalah bentuk akses yang dilakukan dari aktor yang berkonflik. Kondisi yaang terjadi atas kebijakan dari kemitraan yang terbangun adalah menyelesaikan masalah atau meenambahkan masalah dalam masyarakat Desa Sago. Kesepakatan yang dibangun sebelumnya adalah kemitraan akan tetapi mengalami ketidakjalanan kesepakatan tersebut. Tanah masyarakat secara tidak langsung telah dijual kepada pihak perusahaan. Sehingga akses akan tanah berkurang dan masyarakat mengalami konflik atas tanah oleh perusahaan. Sehingga upaya yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh akses terhadap tanah yang telah dirampas oleh perusahaan. Untuk Itu teori akses membantu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. 
Selain itu, pada teori konflik menjelaskan mengenai penyebab terjadinya konflik yang akan dibicarakan mengenai koronologi konflik dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat menceritakan dan menjelaskan secara dalam mengenai konteks konflik yang terjadi akibat adanya perampasan tanah di masyarakat Desa Sago. Konflik yang muncul dijelaskan dengan rinci secara koronologi terjadinya konflik pada Desa Sago.
Selanjutnya, pada teori hak (kepemilikan), lebih cenderung menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai posisi pemegang hal yaitu sebagai pemilik, penguasa, pengguna dan penutut atau penunjang. Pada pemahaman teori ini cenderung kepada posisi pada pihak lain dalam menelaah konflik yang terjadi. Jika ditelusuri bahwa masyarakat Desa Sago berposisi sebagai pemilik lahan yang telah dirampas oleh PT. BBS dan PT. BBS sebagai penguasa atas lahan yang telah dibeli dari masyarakat. Sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan PT. BBS dan menggangap masyarakat sebagai penunjang terjadinya konflik. 

METODE PENELITIAN
	Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode komparatif. Untuk menjelaskan pendekatan penelitian ini terkait dengan expost facto. Menurut Lord, (1973) menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini mampu untuk menentapkan kontrol dan menciptakan situasi yang akan dipelajari. Pada metode dan pendekatan ini dapat mengambarkan hubungan kausal sebab akibat terhadap fenomena yang terjadi. Analisis data yang dilakukan berupa sumber buku, jurnal, dokumen, data observasi, hasil penelitian tahun 2016 di Jambi. Data yang diperoleh terkait dengan konflik yang terjadi didesa Sago. Analisis data juga berupa pandangan para ahli dalam mempelajari konflik terkait dengan  teori akses yang dikemukaan oleh Jess C. Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003), kemudian mengunakan teori konflik yang dikemukan oleh Fisher et.al. (2000) dan mengunakan teori hak kepemilikan (pemilik) dari Schlager dan Ostrom (1992). 
	Analisis mengenai kasus yang terjadi berupa hasil penelitian tahun 2016 di Jambi dan resume dari Antoni, wawancara dengan LSM saat melakukan penelitian. Data teori yang dianlisis tentang konflik hanya tiga orang tokoh terkait dengan teori akses, teori konflik dan teori hak. Analisis dilakukan berupa studi kepustakaan, hasil resume dari Antoni dan hasil lapangan Tahun 2016 untuk membaca dan memahami teori yang terkait dengan fenomena yang terjadi. Data yang telah tersedia akan dimaknai dengan istilah perampasan tanah yang dilakukan perusahaan PT. BBS dengan hak milik tanah masyarakat. Pendapat para ahli digunakan dalam menganalisis fenomena yang terjadi dan sebagai kerangka dalam melakukan analisis tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAAN
Kronologi Konflik Antara PT. BBS dengan Masyarakat Desa Sago
	Desa Sago berada di Provinsi Jambi bertepatan dikabupaten Muaro Jambi kecamatan Kumpeh Iiir. Pada tanggal 10 Desember 2005, kepala Desa Sago telah meyerahkan lahan seluas 200ha kepada kepala perusahaan PT. BBS. Penyerahan lahan bertujuan untuk melakukan proses kerjasama kemitraan perkebunan kelapa sawit PT. BBS dengan masyarakat Desa Sago. Setelah penyerahan lahan dilakukan dan jarak penyerahan sekitar tiga bulan, bertepatan Tanggal 26 Maret 2006 perusahaan PT. BBS melaksanakan sosalisasi tentang kemitaraan kepada masyarakat Desa Sago yang bertepatan dirumah kepala Desa Sago. Setelah sosalissai selesai, selanjutnya melaksankan peizinan kepada Bupati Muaro Jambi yaitu bapak Burhanudin Mahir bertepatan 14 Juli 2007 dengan persyarakat kemitraan yang telah disepakti secara bersama. 
	Proses kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. BBS dengan masyarakat Desa Sago tidak berjalan dengan baik. Ini membuktikan adanya penyalahan guna kesepakatan dan kerjasama yang akan dibangun. Hal tersebut adanya kesepakatan yang dilakukan oleh PT. BBS dengan aktor yang bernama Abu Bakar Jidin berasal dari Desa Tanjung. Kesepkatan tersebut hanya Abu Bakar Jidin dengan PT. BBS tanpa adanya keikusertaan masyarakat setempat dan menyerahkan lahan dan surat-surat masyarakat Desa Sago yang tidak sah, bertepatan Tanggal 11 Oktober 2010. Pada Tahun yang sama (2010) pada bulan Desember PT. BBS melakukan pembersihan lahan tanpa diketahui oleh masyarakat. Proses yang dilakukan masyarakat Desa Sago dengan PT. BBS tidak ada kesepakatan dalam prose jual beli atau sewa atas tanah tersebut. 
	Sehingga pada Tanggal 25 Desember 2010 masyarakat melakukan penyerangan atau pencegahan aktivitas PT. BBS terhadap tanah milik masyarakat. Ternyata dengan secepatnya Tanggal 31 Januari 2011 Bupati Muaro Jambi memberikan izin ganda dan pada lokasi yang sama denan mengeluarkan SK untuk bisa melaksanakan proses pembangunan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, melalui Badan Permusyawarahan Desa (BPD) pihak PT. BBS memberi klarifikasi atas lahan yang sedang digarap dan menyatakan bahwa PT. BBS telah membeli lahan tersebut dari Abu  Bakar Jidin yang didasari oleh;
1. Surat Kuas Jual Tanggal 27 Maret 2009 dan ditanda tangani oleh Abu. Bakar Jidin dan Basri Yusup dengan luas lahan yang dijual ±400 ha milik Kelompok Tani.
2. Surat Keterangan Asal Tanah yang ditanda tangani oleh Seluruh Ketua RT dalam Lingkungan 1, Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, tapi tidak ditanda tangani oleh Ketua Lingkungan I, Surat ini menerangkan bahwa lahan yang dijual berasal dari tanah atau lahan masyarakat (adat) yang dikuasai menjadi tanah atau lahan Kelompok Tani yang digarap sejak Tahun 2005.
3. Lampiran Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2011, Tanggal 31 Januari 2011 Peta Izin Lokasi PT. Bukit Bintang Sawit.
Berdasarkan keterangan di atas, Abu Bakar Jidin dan PT. BBS di duga telah melanggar Pasal 385 KUHP karena menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, menjual, menukarkan sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, melakukan penanaman atau pembenihan dan perampasan hak tanah orang lain. Oleh sebab itu, akan terjadi konflik antara PT. BBS dengan masyarakat Desa Sago dalam hak kepemilikan atas tanah. 

Politik Masyarakat Desa Sago Terhadap Hak Milik Tanah
Perampasan tanah yang dilakukan oleh PT. BBS menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit. Masyarakat  menutut kembali perjajian pertama yang telah dilakukan PT. BBS bersama masyarakat terkait kerjasama kemitraan. Permasalahan yang muncul masyarakat yang memiliki tanah dan membuat kesepakatan dalam kemitraan. Masyarakat Desa Sago memiliki wawasan termasuk baik dalam menyingkapi masalah yang terjadi. Menurut Borras (2009) membagikan tipologi politik atas tiga yaitu Politik resmi pedesaan terkait dengan pelibatan pihak yang berwewenang di elemen semua organsisasi yang menerapkan, mengubah, bertarung dan menghidari kebijakan mengenai alokasi sumber daya serta pemerintah adalah aktor  utama dalam organissai tersebut (negara). 
Politik petani sehari-hari (politik everyday) terkait dengan orang yang bekerja, hidup dan melibatkan orang lain tentunya mematuhi, menyesuaikan, bertarung norma, aturan kewenangan, produksi, alokasi sumber daya dilakukan dengan tenang, dunawi, dan halus serta tindakan yang jarang terorganisir atau langsung. Politik petani everyday membicarakan juga tentang pembuat kebijkan dan aktivitas agraria membuat kebijkan nasional seperti yang dikemunakan oleh Kerkvliet bahwa kasus kebijkan dari petani Vietnam dan Bangladeseh (Adnan, 2007) serta Le Mons Walker (2008) melakukan analisis bahwa terjadinya perlawanan petani sehari-hari bersifat terang-terangan. Perlawanan secara sah terjadinya pada masyarakat Cina pedesaan kontemporer menyatakan bahwa adanya tindakan kasar oleh negara lokal tentunya pejabat tentang keputusan penggunaan lahan tanah dan tindakan antara konfrontatif oleh petani dan penduduk desa.
Politik advokasi melibatkan langsung untuk mendukung, mengkritik, menentang otoritas, kebijakan dan program atau seluruh jalan di mana sumber daya yang diproduksi dan didistribusikan dalam suatu organisasi atau suatu sistem organisasi. Hal ini juga termasuk tindakan yang secara terbuka menganjurkan 'program alternatif, prosedur, dan sistem politik. Adapun tipologi dapat digambar sebagai berikut:










Gambar 1. Tipologi Politik Pedesaan

	Masyarakat Desa Sago melakukan gerakan-gerakan dalam melawan kapitalisme (PT. BBS). Konflik antara PT. BBS dengan masyarakat Desa Sago belum dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, ada beberapa upaya yang dilakukan masyarakat Desa Sago atas hak tanah yang telah dirampas oleh kapitalis yaitu:
1. Masyarakat Desa Sogo melalui Kepala Desanya Menyuruti BPN Provinsi Jambi. Surat tersebut berisi masyarakat Desa Sogo meminta kepada BPN agar mencabut HGU milik PT. BBS.
2. Masyarakat Desa Sogo melalui Kepala Desa Sogo menyuruti PT. BBS untuk mengganti rugi lahan masyarakat yang telah digarap oleh perusahaan PT. BBS.
Dari situasi dan upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Sogo, sampai saat ini belum mendapatkan titik jelas dan respon dari pihak PT. BBS maupun Pemerintah Daerah Muaro Jambi yang terkait. Tuntutan Masyarakat Desa Sago yaitu PT. BBS harus segera mengembalikan lahan seluas 1000 ha yang saat ini sudah ditanami PT. BBS dengan tanaman sawit kepada masyarakat Desa sogo. Politik yang terkadung pada kasus tersebut adalah tipe politik resmi yang melakukan pertarungan antara masyarakat lokal dengan kapilaisme (PT. BBS) dengan tujuan untuk merebutkan kembali sumber daya alam yang mereka miliki. Kemudian politik berikut menerapkan politik everyday terkait dengan perlawanan secara terang-terangan untuk melakukan penolakan terhadap operasinya perusahaan perkebunan sawit diwilayah Desa Sago dan meminta ganti rugi terkait dengan tanah yang telah mereka rampas. Dengan demikian, kasus pada Desa Sago berapa pada posis politik pedesaan yaitu politik pedesaan resmi dan politik pedesaan everyday. Hal tersebut berbeda dengan kasus yang ada pada masyarakat yang diteliti oleh James Scoot dan Kerkvliet yaitu mengenai politik resmi dan politik advokasi serta Borras berada pada politik resmi, politik advokasi dan everyday. 

Aktor dan Akses Masyarakat Desa Sago dalam Perampasan Tanah
	Konflik perampasan tanah terjadi salah satu penyebabnya perusahan perkebunan kelapa sawit (PT.BBS) tidak melaksanakan kerjasama kemitraan atau mengikari perjanjian yang telah disepakati antara masyarakat Desa Sago dengan PT.BBS. Pada teori akses yang dikemukakan oleh Ribot dan Peluso menyatakan bahwa akses sebuah kemampuan untuk memperoleh keuntungan atau sebuah hak dalam memperoleh keuntungan. Menurut Ribot dan Peluso menganalisis teori akses atas tiga yaitu 1). Identifikasi dan pemetaan alur keuntungan dalam suatu kepentingan, 2). Pengidentifikasian mekanisme dalam sejumlah aktivitas para aktor untuk partisipasi dalam mendapatkan, mempertahankan dan mengkontrol alur keuntungan tersebut, 3). Melakukan analisis dalam relasi kekuasaan untuk mekanisme dalam mengendalikan keuntungan. Proposisi pada teori akses lebih cenderung kepada perluasan dalam kepemilikan. Menurut Ribot dan Peluso hal yang menjadi pokok persoalan dalam kepemilikan adalah sumber daya yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam. Oleh sebab itu, analisis teori Ribot dan Peluso adalah pengecekan atas kekuasaan dalam lingkup tindakan dari pada para aktor dalam memperoleh kekuasaan dan keuntungan. 
	Masyarakat Desa Sago melakukan tindakan berdasarkan pergeseran atas kepentingan antara pemilik lahan dan penguasa untuk memperoleh lahan. Kedua masyarakat tersebut mengalami kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan konflik dalam memperoleh keuntungan. Aktor yang melakukan konflik adalah yang sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap tatanan masyarakat. Sehingga pemegang kekuasaan berada pada aktor yang dianggap kuat untuk melakukan tindakan perampasan tanah. Berikut ini aktor yang berkonflik:
















Gambar 2. Akese Aktor Yang Berkonflik
	Ketiga aktor yang berperan aktif mereka melakukan kolaborasi dalam proses penguasaan tanah terhadap sumber daya masyarakat. Sehingga yang berperan aktif adalah pemegang dan pembuat kekuasaan dalam memperoleh keuntungan. Tersingkirnya masyarakat terhadap sumberdaya tanah mengakibatkan perubahan akses dan kehilangan pekerjaan sebagai perkebunan sawit. Tanah yang sebelumnya milik masyarakat berpindahtangan dan dikuasi oleh perusahaan. Perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan dengan melakukan sejumlah aktivitas dan mekanisme pendekatan dengan masyarakat yang bernama Abu Bakar Jidin. 

PENUTUP
	Masyarakat Desa Sago tetap melakukan tuntutan terhadap perampasan tanah yang dilakukan para aktor memiliki kepentingan dalam memperoleh keuntungan. Tidak ada alternatif solusi dalam menyelesaikan konflik terhadap perampasan tanah, hanya ingin kembali tanah mereka dikembalikan sebagai pendapatan masyarakat. Langkah yang dilakukan adalah PT. BBS harus melakukan pengmabilan tanah mereka atau kembali untuk bekerjasama dalam kemitraan. Oleh sebab itu, tindakan Abu Bakar Jidin dan PT. BBS di duga telah melanggar Pasal 385 KUHP karena menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, menjual, menukarkan sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, melakukan penanaman atau pembenihan dan perampasan hak tanah orang lain.
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